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DENGAN HUKUM (Analisis terhadap putusan No. 
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Dps.Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan UU No, 
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)   
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Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah seorang Anak yang sedang terlibat 
dengan masalah Hukum atau sebagai pelaku tindak pidana,sementara anak 
tersebut belum dianggap mampu untuk bertanggung jawabkan perbuatannya, 
menggingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang, 
sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan Undang-Undang.Faktor 
penyebab Anak berhadapan dengan Hukum dikelompokkan menjadi 2 faktor yaitu 
faktor internal dan eksternal, faktor internal mencakup keterbatasan ekonomi 
keluarga,Broken Home,tidak ada perhatian dari orang tua,lemahnya iman dan 
takwa pada Anak maupun orang Tua, faktor eksternal mencakup kemajuan 
globalisasi dan kemajuan tekhnologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh 
Anak,lingkungan pergaulan anak dengan Teman-temanya yang kurang baik, tidak 
adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi 
hatinya, kurang fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa 
menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk 
melanggar Hukum.Batasan umur anak menurut Undang-undang No. 3 Tahun 
1997 mengenai peradilan Anak dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem peradilan pidana Anak ialah belum mencapai 18 Tahun.   
Kata Kunci: Anak yang berhadapan dengan hukum, Faktor Anak berhadapan 
dengan Hukum, Batasan umur Anak. 
 
ABSTRACT 
Children who in conflict with the law is a child who is being involve with the 
problem of Law or as a criminal, while the child is not considered to be able to 
take responsibility for their actions, considering of immature age and still 
growing up, so it rightfull to be protected in accordance with the enactment 
.Factor witch caused of the child turn with the Law grouped into two factors 
internal and external factors, internal factors include family economic limitations, 
Broken Home,there is no concern of parents, lack of faith and piety in Children 
and parents,external factors include the progress of globalization and 
technological which unbalanced with the Child mental readiness, social child 
environment with friends who are shaky, no institutions or vent forum for 
counseling where children poured out his heart, lack of children's play facilities 
can cause the child can’t channel their creativity and then directs their activities 
to illicit.Qualification of the child's age according to enactment No. 3, 1997 on 
judicial Children and the enactment No. 11 of 2012 about children's criminal 
justice system is not yet reached 18 years. 
 
Keywords: Children that be faced with law, Children factors dealing with the 




Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti 
sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan 
penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek 
pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan 
suatu negara, tidak terkecuali indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti 
melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia seutuhnya, 
menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila 
butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:  
“Perlindungan anak adalah segala sesuatu kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 
 
Menurut UNICEF Indonesia, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum 
sampai akhir tahun 2005 dan saat ini berada dalam penjara-penjara di Indonesia 
adakah 3,110 orang. Dari jumlah tersebut 95% di antaranya adalah anak laki-laki.1 
Perkembangan untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu 
perlindungan hukum sistem peradilan, telah terdapat 2 (dua) Undang-undang yang 
mengatur khusus tentang peradilan anak. Yang pertama adalah Undang-undang 
No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berganti menjadi Undang-
undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat 
beberapa perubahan dan perkembangan, Khususnya dalam Undang-undang No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan  oleh 
Presiden bersama DPR pada akhir bulan JULI 2012 lalu dibanding dengan 
                                                            
1 Maulana Hassan Wadong, 2000, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak: PT 




Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuanya adalah 
untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi 
terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu atau juga bisa jadi pemunduran 
terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Ketentuan yang terdapat dalam 
Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
terdapat Perubahan-perubahan dibandingkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Pidana Anak. diantaranya di dalam hak definisi anak, 
lembaga-lembaga anak, asas-asas, sanksi pidana, ketentuan pidana.2 
Berdasarkan latar belakang di atas  rumusan masalah yang akan penulis 
bahas adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana hak-hak anak yang berhadapan 
dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana menurut UU No. 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak? (2) Bagaimana proses pemeriksaan perkara anak berhadapan dengan 
hukum No. Perkara 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps dan No. Perkara 
467/Pid.Sus/2013/PN.DPS menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak? 
Tujuan dan manfaat penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) 
Untuk mendiskripsikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai 
pelaku tindak pidana meurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Anak. (2)  Untuk mendiskripsikan proses pemeriksaan perkara anak berhadapan 
dengan Hukum No. Perkara 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps. dengan 
                                                            
2Herisetiawan,2012.  Sistem Peradilan Pidana Anak.Http://herisetiawan22.blogspot.com/2012/12/ 
Sistem-peradila-pidana-anak.html Di unduh, Jum’at 26  September 2014, 20:28 WIB. 
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3/Pid.Sus.Anak/2014 Dps. menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah: (1) bagi penulis, memberikan 
sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya, khusunya dalam bidang 
hukum mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. (2) Bermanfaat 
bagi pembaca dan masyarakat yang ingin mengetahui mengenai hak-hak anak yang 
berhadapan dengan hukum. 
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan mengenai proses 
perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dibagi 
menjadi beberapa tahapan seperti, proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, 
penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pemasyarakatan yang bertujuan agar 
anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. 
Penelitian ini menggunakan jenis metode pendekatan hukum normatif atau 
penelitian hukum kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka3 Penelitian hukum 
normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data 
sekunder.4 
Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang 
berbeda yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer: Merupakan sejumlah 
data atau keterangan fakta yang secara langsung didapatkan melalui dua putusan 
                                                            
3 Soejono Soekanto & Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.13. 
4Khudzaifah Dimyati, 2014, Metodologi Penelitian Hukum, Surakarta:UMS Press,hal 7. 
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tersebut. Data sekunder: merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka 
yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen internet yang berkaitan 
dengan objek penelitian dari skripsi. Selanjutnya setelah data terkumpul di analisis 
menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian 
disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk 
mencapai kejelasan masalah yang dibahas.5 Sesuai dengan jenis data, penelitian ini 
mengunakan metode pengumpulan data, peraturan perundang-undangan. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hak-hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak 
Pidana 
Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana 
diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: Sebelumnya anak 
dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dibagi menjadi beberapa 
yaitu anak didik pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, tim pengamat 
pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan adalah anak didik pemasyarakatan, 
balai pemasyarakatan, tim pengamat pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan 
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Selanjutnya dalam proses persidangan menurut Pasal 6 (enam) Hakim, penuntut 
umum, penyidik, dan penasihat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak 
tidak memakai toga atau pakaian dinas dengan tujuan supaya menciptakan susana 
kekeluargaan serta agar tidak tercipta suasana yang mencekam bagi anak sehingga 
dikuatirkan anak tidak berani memberikan kesaksian sebagai korban maupun 
sebagai pelaku. 
                                                            
5 Ronny Hanitijo.1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,Jakarta:Ghalia Indonesia.hal.57. 
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Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam UU No. 3 tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum menurut 
peraturan yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak itu 
sendiri diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 UU No.3 tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak.6 
Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU No. 11 tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibagi menjadi hak anak yang dalam proses 
peradilan pidana dan hak anak yang sedang menjalani masa pidana, hak-hak anak 
dalam proses peradilan pidana itu sendiri diatur dalam Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 5 
peraturan perundang-undangan No. 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. 
 
Proses Pemeriksaan Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum No. Perkara 
467/Pid.Sus/2013/PN Dps. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak 
Penyelidikan 
Pada tahap penyidikan ini polisi mendapat laporan dari saksi Ni Ketut 
Suandewi selanjutnya di TKP barangbukti yang diketemukan diantaranya obeng 
diakui milik X, 4 (empat) slop dan 4 (empat) bungkus rokok malboro merah, 2 
(dua) slop malboro putih, 1 (satu) slop malboro light mentol, 2 (dua) slop dan 4 
(empat) bungkus rokok dunhill putih, 3 (tiga) slop sampoerna mild; 
Penyidikan 
Pada tahap penyidikan ini diketemukan barang bukti yang berupa obeng 
yang diakui milik terdakwa, 4 (empat) slop dan 4 (empat) bungkus rokok malboro 
merah, 2 (dua) slop malboro putih, 1 (satu) slop malboro light mentol, 2 (dua) slop 
                                                            
6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
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dan 4 (empat) bungkus rokok dunhill putih, 3 (tiga) slop sampoerna mild. dan Dari 
keterangan Saksi Ni KetutSuandewi bahwa terdakwa pernah bekerja ditempat saksi 
sekarang sudah keluar. Di warung saksi dalam keadaan terkunci telah kehilangan 
barang seperti barang bukti tersebut, bahwa saksi tahu pada malam itu saksi 
mendengar suara kletek kletek di warung dimana kamar tidur dengan warung dekat 
lalu saksi bangun diketemukan terdakwa ngumpet dibalik sumur oleh anak saksi 
bertiga.  
Saksi, I Ketut Srinadi bahwa saksi yang melakukan penangapan atas diri 
terdakwa, pada tanggal 7 Mei 2013 karena kedapatan melakukan pencurian di 
rumah, Ni Ketut Suandewi, di jalan Andakasa, Penamparan, Padang sambian 
Denpasar, sekitar jam 23:30 WITA. Saksi, I Gede Wahyu Perrdana Putra, Bahwa 
orang tua saksi telah kehilangan barang, pada hari selasa, tanggal 7 MEI 2013, 
sekira jam 23:55 WITA pelaku mengambil barang dengan cara terlebih dahulu 
memanjat tembok pekarangan rumah kemudian membuka baut kunci gembok 
pintu warung. 
Penuntutan 
Pada tahap penuntutan ini terdakwa anak telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3,5 KUHP jo. 
yang berbunyi :  
3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada 
dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak 
(yang punya) 
5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat 
kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan 
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membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" 
 
Kemudian pada Pasal 26 UU No. 3 tahun 1997 menjelaskan bahwa pidan 
penjara bagi anak nakal adalah ½ dari maksimum ancaman pidana bagi orang 
dewasa sedangkan pada Pasal 363 KUHP ancaman pidana penjara 7 tahun. Berarti 
terdakwa diancam dengan hukuman pidana penjara ½ dari 7 tahun yaitu 3/5 tahun. 
Persidangan 
Kasus Dengan No.Perkara 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps. dengan terdakwa X 
(identitas dirahasiakan) diproses melalui peradilan Pidana karena terdakwa anak 
dilihat dari usia sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan menurut UU No. 
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah sesuai karena menurut Pasal 4 Ayat 
1 (satu) yang berbunyi sebagai berikut: 
(1)  Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah     
Sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18           .   
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
Pada kasus ini dalam setiap tingkat pemeriksaan proses peradilan pidana 
tidak dilakukan penyelesaian secara Diversi karena dalam UU No. 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak belum diatur mengenai penyelesaian secara diversi. 
Perkara terhadap anak nakal di dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, hanya mengatur mengenai pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan 
yang dapat dijatuhkan terhadap Anak Nakal. yang seperti pada Pasal 22 
menyatakan bahwa: pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana 
pokok dan pidana tambahan. 
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Selanjutnya proses anak yang berhadapan dengan hukum pada sidang di 
peradilan menurut UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang terdiri dari, 
Pertama, hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak memakai toga, hal ini 
dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau 
menyeramkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa 
dapat menjadikan persidangan berjalan dengan lancar dan penuh kekeluargaan.7 
Kedua, disidangkan dengan hakim tunggal. Ketiga, pemeriksaan perkara anak 
dilakukan dalam sidang tertutup. Keempat, laporan pembimbing kemasyarakatan. 
Kelima, pembukaan sidang anak (terdakwa didampingi orang tua, penasehat 
hukum dan pembimbing kemasyarakata). Keenam, pemeriksaan saksi. Ketujuh, 
putusan hakim.    
Proses Pemeriksaan Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum No. Perkara 
3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Dps. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang 
System Peradilan Pidana Anak 
Penyelidikan 
Tahap penyelidikan ini pihak kepolisian mendapat informasi dari 
masyarakat ada seorang laki-laki yang dipanggil Angga sering mengunakan 
narkotika jenis shabu di daerah Ahmad Yani Denpasar Barat, berdasarkan 
informasi tersebut selanjutnya saksi MDF dan IWSD melakukan penyelidikan, 
selanjutnya pada hari kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WITA 
saksi diamankan seorang laki-laki di Badung, dilakukan penangkapan dan 
pengeledahan badan terhadap terdakwa, dari diri terdakwa diketemukan 1 (satu) 
kertas timah rokok di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal 
bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas ) 
                                                            




gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan 
dan dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut. 
Penyidikan 
Tahap penyidikan ini bahwa terdakwa anak mendapatkan barang berupa 1 
(satu) kertas timah rokok didalamnya berisi (satu) plastic klip yang berisi Kristal 
bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) 
gram tersebut dibeli dari S (DPO) dengan cara patungan kepada IPDY alias K 
(terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing sebesar RP.250.000 (dua ratus 
lima puluh ribu) 
Penuntutan 
Pada tahap penuntutan pada terdakwa anak, tuntutan  pidana yang diajukan 
oleh penuntut umum yang pada pokoknya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri 
sendiri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 
tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi : 
(1) Setiap penyalahguna 
 
a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun. 
 
Tuntutan selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa 








Kasus dengan No.Perkara 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Dps dengan terdakwa 
bernama terdakwa anak (identitas dirahasiakan) diproses melalui peradilan pidana 
karena anak diliat dari usia sudah mencapai usia 17 tahun dan menurut UU  No. 11 
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah sesuai pada ketentuan 
pasal 1 (satu) angka (3) yang berbunyi sebagai berikut: anak yang berkonflik 
dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua 
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana. Pada kasus ini dalam setiap tingkat pemeriksaan proses 
peradilan pidana dilakukan penyelesaian secara diversi. Pengupayaan penyelesaian 
secara diversi itu dilakukan pada tingkat persidangan, pembelaan terdakwa dan 
atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: 
Pertama, menyatakan bahwa anak adalah korban penyalahgunaan 
narkotika; 
Kedua, mengembalikan anak kepada orang tuanya dengan syarat agar anak 
tersebut dilakukan rehabilitasi dan mendapatkan pengawasan untuk jangka waktu 
tertentu demi menjaga harkat dan martabat anak; 
Ketiga, tidak menjatuhkan pidana penjara karena tidak ditemukan unsur 
membahayakan bagi masyarakat, dan untuk melindungi anak dari pengaruh 
lingkungan dipenjara mengingat narkotika yang diperoleh justru berasal dari 
seseorang di dalam lapas. 
Tetapi proses pelaksanaan diversi itu tidak terlaksana karena terdakwa telah 
didakwa oleh penutut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga 
hakim dengan dakwaan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih  
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langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) 
huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 yang berbunyi:  
(1) Setiap penyalahguna : a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun" 
  yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Pertama, unsur setiap penyalahguna    
Kedua, unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri. 
  
Proses pemeriksaan terhadap anak berhadapan dengan hukum menurut UU 
No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertama, melalui proses 
penyelesaian melalui jalur diversi (non litigasi) penyelesaian melalui jalur diversi 
menurut UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah jelas 
diatur dalam Pasal 5 ayat (3). Penyelesaian melalui Jalur diversi harus 
mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang sudah diatur dalam Pasal 5 
ayat (1). Keadilan restoratif itu sendiri  menurut pengertian dalam pasal 1 angka 
(6) berbunyi:  
“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan 
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.  
 
Selanjutnya proses yang kedua, penyelesaian melalui jalur Pengadilan (litigasi) 
dalam tahap ini apabila sebelumnya dengan jalur diversi tidak dapat dilaksanakan 
seperti pada peraturan perundang-undangan No. 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak Pasal 52 ayat (6) yang berbunyi: Dalam hal Diversi tidak 














Berdasarkan pembahasan dari penelitian di atas, penulis dapat mengambil 
kesimpulan bahwa: 
Pertama, hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku 
tindak pidana menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta UU 
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi hak yang berbeda 
antara UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 12 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbeda bahwa ada penambahan 
dalam hak yang diberikan kepada yang berhadapan dengan hukum jika pada UU 
No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jika pada Pasal 51 hanya mengatur 
mengenai setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan 
bantuan hukum, pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib 
memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh 
mengenai hak memperoleh bantuan hukum dan setiap anak nakal yang ditangkap 
atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat Hukum dengan 
diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang. Sementara itu pada UU No. 
11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 
pada tahap anak dalam proses peradilan pidana dan anak yang sedang menjalani 
masa pidana sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 (tiga) dan 4 (empat) yang 
isinya tertera pada Bab II mengenai hak-hak Anak.     
Kedua, proses pemeriksaan perkara anak berhadapan dengan hukum 
No.Perkara467/Pid.Sus/2013/PN.Dps. dan No.Perkara 3/Pid.Sus.Anak/2014/ PN 
Dps menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 11 tahun 
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2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses pemeriksaan anak ada 
perbedaan dalam hal penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum sebagai pelaku, Peraturan dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak yang masih mengutamakan penjatuhan pidana berupa pidana pokok yaitu 
berupa pidana penjara. Penjatuhan pidana dalam UU No. 3 tahun 1997 masih 
bersifat retributive atau penghukuman. Berbeda dengan UU No. 11 tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggunakan pendekatan keadilan 
restorative (restorative justice) dan diversi, yang lebih mengutamakan kepentingan 
anak yaitu untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan yang 
sebagaimana tercantum pada pasal 6 (enam) huruf C UU No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meskipun dalam putusan No. 




Berdasarkan atas rumusan masalah yang penulis sajikan diatas, hasil 
penelitian, pembahasan, serta kesimpulan terhadap permasalahan  mengenai 
perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka penulis 
memberikan Saran-saran yang dianggap penting yaitu : 
Pertama, untuk negara, Sebaiknya perlindungan hukum terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum lebih mementingkan kepentingan anak itu sendiri. 
Karena anak merupakan  generasi pemimpin bangsa, dan dari faktor pendidikan, 
negara sebaiknya lebih mencanangkan kembali pendidikan wajib 9 tahun, dengan 
pendidikan anak mempunyai bekal untu masa depan mereka. 
14 
 
Kedua, untuk lembaga peradilan, pemberian binaan kepada anak yang 
berada dalam lembaga pemasyarakatan lebih betul-betul menekankan dari faktor 
pendidikan dan agama. 
Ketiga, untuk orang tua, lebih memperhatikan pergaulan dari anak tersebut 
dan memberikan ilmu agama, karena jaman sekarang para orang tua terkesan cuek 
dengan perilaku anak. sehingga dari pergaulan yang bebas tersebut mereka akan 
mengenal sex bebas, obat-obatan terlarang dsb sehingga merusak moral generasi 
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